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BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR: ;t TAHUN 2018

TENTANG

BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA PADA SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2018

DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI OGANKOMERINGULU,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2018, maka
sesuai Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang
batas maksimal ..jurnrah pengajuan' dana persediaan Surat
.pt=rmintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP) dan Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran
2018;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Indonesia Tahun '1959 Nomor 73, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nonlor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503 );



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20'18 (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 825);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9
Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2008 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8 );

9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 ( Berita
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor
49).

MEMUTUSKAN;

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG (SPP-GU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN
2018.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SI<PDadalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna
barang;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung;

8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung;

9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung at au uang
persediaan;

Pasal2

Batasan jumlah SPP-UP untuk tiap-tiap SKPDsebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal3

1. SPP-GU pertama baru dapat diajukan bilamana Uang Persediaan (UP) telah
dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 60%dari Uang Persediaan (UP);

2. SPP-GU selanjutnya diajukan setelah SPP-GUsebelumnya dipertanggungjawabkan
minimal 60%;



Pasal4

Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, S ~nullri 20/S

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, ~ JOOcJOI' <2,.OJ&

BUPATI OGA~I KOMERINGU

~
~URYANA AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERINGULU
TAHUN 2018 NOMOR .~.


